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BAB 2  

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  LandasannTeori 

2.1.1  Teori Sinergi 

KonsepnSinergindiambilndarinteori sintalitas kelompok (Group 

SyntalitynTheory) yangndikemukakan oleh Cattell dalam Shaw, 1970. 

Sebagianodari teori itukmenjelaskan tentangmadanya dinamikandari 

sintalitas yang menjelaskan tentanggperilaku kelompokkyangtterbentuk 

dariiinteraksi para anggotanya (Sulasmi, 2018). Kelompok-

merupakanisuatuientitas yang utuh dan unik. Kepribadian 

kelompokktercerminndari dinamikankelompok yangnterbentuk dari 

perpaduannperilaku para anggotankelompok yang berinteraksindiantara 

sesamanmereka. Sinerginmenurut KamusnBesar Bahasa Indonesia 

(KBBI)nadalahnkegiatan ataunoperasingabungan. 

Kualitasoyang dihasilkan dapatsbernilai lebih besaridari pada jumlah 

nilaimkualitas yangsdihasilkannmasing-masingnanggota kelompokosecara 

individual. Kualitasmyang bernilai sepertininilah yangibiasa disebutosinergi. 

Sinerginitu dapatoberwujud sebagai “maintenance synergy”, apabilandilihat 

dari kohesinkelompok yang munculpsebagai konsekuensiodarinhubungan 

interpersonalrharmonik yangyterjadi dalam kelompok itu. Sinergi ini menjadi 

dasar baginperwujudan kualitasnproduktif dalam bentukppencapaian suatu 

tujuanybersama. iKualitas inindisebut “effective synergy”n(sinergiiefektif). 

Konsep sinergi ini iselanjutnya diadaptasi para ahli seperti Ansoff 

(1968) dalami lingkup kebijakan bisnis dan didefinisikanosebagai suatu efek 

yangydapat menghasilkanmsuatu hasiloyang diperolehpdari kombinasi 

berbagai sumbertdaya organisasi, yangii nilainya lebih besar dari jumlah 

nilai masing-masingnbagiannya. iKanter (1989) mengadaptasinkonsep 

sinergiolingkup antar idivisi dalam sebuah organisasi dan aliansi istrategi 

dengan organisasi lain. Dinyatakannbahwa sinerginadalah interaksi usaha 
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yangpmenghasilkan ikeuntunganolebih besar danpmelampaui apa yang 

dapat dilakukan olehsmasing-masing unit jikapmelakukannya sendiri. 

Hartanto (1996) menyatakan sinergi adalah suatu gagasan baru, 

yangnterbentuk darinberbagai gagasannyang diajukan olehnbanyaknpihak 

hingga menghasilkannsuatu gagasannbaru, yangndilandasi oleh polanpikir 

atau konsep yangnbaru. Dalam setiapnkelompok kerja dalamnorganisasi, 

kualitas sinerginyang merupakan sinerginefektif pada hakekatnyanadalah 

hasil proses perpaduanndari cara-cara bagaimananmengatasi masalah 

dan perpaduanngagasan yang dijalankan olehnpihak-pihak yangnsaling 

percaya dannbersikap saling mendukungnmenghasilkan suatungagasan 

baru yang memberikannkepuasan secara intrinsik untuknsemua pihak. 

Timbulnya gagasannbaru dan kepuasannyang mengikutinyantidak akan 

dapat diperolehntanpa kerjasama efektifndari semua pihak. 

Kepemimpinan adalahnsuatu fenomena kemasyarakatan yang 

sangat berpengaruhnterhadap kelangsungan hidupnsuatu bangsa dalam 

menata kehidupan berbangsa dan bernegara. Kepemimpinannjuga salah 

satu fungsiistrategis yang dapatnmendorong terwujudnya cita-cita, aspirasi 

dan nilai-nilai yangnberkembang dalam masyarakatnkarena adanya 

interaksi antaranpemimpin dan yangndipimpin. Dalam konteks Indonesia, 

Kepemimpinan nasionalnmerupakan hal yang mutlak (Marsetio, 2019). 

Organisasinmasa kini tidakodapat mengelakkanndiri 

darippersaingan dan perubahan lingkungan usahanyang 

menuntutnyansenantiasa merevitalisasi diringuna mengatasi tantangan-

tantangannbaru di masa mendatang. Untuk itu,mkerjasama yang 

dilakukannoleh anggotanorganisasi dituntutnmenghasilkanminovasi, 

sehingga organisasi memilikipkeunggulan untukybersaing. Kualitas 

sinergipmerupakan hasil kerjasama dalamikelompok, yang intinya didukung 

oleh perilaku kerjasama di antaradanggotanya. Kerjasamaiyangndimaksud 

adalah kerjasama yangnkritikal, di mana seluruh anggotankelompok 

berpartisipasindan berkolaborasipdalam organisasityang berbudaya 

sinergistik untuk memenuhintuntutan organisasip(Quigley 1993). 
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2.1.2  Konsep Maritime Security 

Keamanan maritim dianggap sebagai upaya pengamanan dan 

pencegahan terhadap kegiatan apapun yang terkait dengan masalah 

kejahatan di laut. Negara maupun organisasi internasional mulai menyusun 

perintah dan merencanakan kembali kebijakan agar sesuai dengan 

pemahaman istilah Keamanan Maritim. Seiring dengan kerumitan masalah 

di laut, berkembang kenyataan bahwa laut belum dapat dimanfaatkan 

secara maksimal, penting untuk mengendalikan dan mengatur tata kelola 

kelembagaan yang baik di laut (Iswardhana, 2021).  

Putra & Hakim (2017), berpendapat bahwa berdasarkan persepektif 

kepentingan nasional yang dihadapkan dengan keamanan maritim matriks 

menurut Christian Bueger, maka keamanan maritimnIndonesia tampak 

lebih lkepada keamananonasional (national security), keamananpmanusia 

(humanosecurity), danrkeamanan ekonomi (economyisecurity). Sementara 

lingkungannmaritim (marine environment) relatifomasih kurang ditekankan, 

yaitukpada turunanodari pernyataan6kepentingan nasional itu sendiri yaitu 

dijelaskan dalam kaidah-kaidah0pokok. 

 

Gambar 1. Matriks Keamanan Maritim  

Sumber: Bueger (2015) 
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Menurut (Wiranto, 2020) berdasarkan Buergero(2015) bahwa 

ancamanmmaritim meliputi sengketaoatau dispute antar negara, terorisme 

maritim,ppembajakan atau piracy, ppenyelundupan anarkotika, 

penyelundupanoorang dan barangyterlarang, pengayaan ataunproliferation 

senjata, penangkapan ikanosecara ilegal, pencemaranolingkungan, atau 

kecelakaanodanoobencana alamamaritim. Buergero(2014) menyebut 

keamananomaritim menjadi seperti “buzzword” dimasa kinimkarena 

berbagai pihak tidak..menjelaskan apa..yang dimaksudodan dituju 

mengenai hal…tersebut. Terminologi keamananomaritimymemberikan 

berbagaiomakna beragam terhadapporang danmnorganisasi tergantung 

bagaimana kepentinganporganisasi, politikodan ideologi (Rahman, 2009). 

Buerger (2014)omenyarankan tiga kerangkaopenting untukymerumuskan 

konsepokeamanan maritimmyaitu:  

1. KeamananoMaritimoMatriks (MaritimeySecuritypMatrix),  

2. KerangkapSekuritisasi Maritimw(SecuritizationoFramework),  

3. KelompokOPengguna PraktekOKeamanan (SecurityPPractice and 

CommunitieswofwPractice).  

Melaluiomatriks keamanan maritim, objek dapat dipetakan 

bagaimanaomerumuskan keamananomaritimnya pada empat dimensi, 

yaitu keamananonasional (nationalisecurity), keamanan ekonomi (economy 

security), keamananomanusia (humanosecurity), dan lingkunganomaritim 

(marineoenvironment). Dimensinkeamananoekonomi memusatkanolautan 

sebagairsalah satursumber utama pada.pengembangan ekonomi.oJalur 

perdagangan, manfaat hasilolaut, tambangnbawaholaut, dan lainnya 

memiliki nilaipkomersialisasi terbesar hingga berperanopenting dalam 

perkembanganoekonomi. Pada dimensiokeamananomanusia,yymaritim 

berkaitanrerat sebagai pusat bahanOpangan manusia danopopulasi 

manusiaryang hidup dipesisiryperairan maupun.di tengahiperairan (pulau).  

Dimensi lingkungan maritim, fokus kepada konsepokesalamatan 

maritim (marine safety) yang meliputi unsurokesalamatan lalu-lintasokapal, 

instalasiopendukung, sampai perlindunganrlingkungan hidupimaritim akibat 
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bencanaodari proses alamyataupun buatan manusiaosepertiptumpahnya 

minyakOdiOlautan.  

Keamananomaritim di Indonesiaoadalah barometerobagi keamanan 

maritimodi wilayahomaritim Asia Tenggarapdikarenakan wilayahrIndonesia 

memiliki luas22/3 daripseluruh luas AsianTenggara (Marsetio, 2014). Maka, 

keamanan maritim di wilayahrIndonesia harusidiperhatikan.iPerkembangan 

arus globalisasimsangat mempengaruhimstabilitas keamananOmaritim 

Indonesia (Wiranto, 2020).  

KeamananoMaritim dikaitkan juga dengan pertumbuhanoekonomi 

karena190% perdaganganpinternasional dilaksanakanivia laut. nLaut 

memilikipsumberdaya perikananoyang melimpah. Industrioperkapalan dan 

perikanan berkembangimenjadi industriryang bernilai tinggi dan menjadi 

penopang.pertumbuhan ekonomi.beberapa negara di dunia. Nilai.komersial 

laut terus meningkat.karena potensi ekonomi.sumber daya lepasipantai dan 

pariwisatanlaut. Nilaioekonomi laut dibahas dalamokonsep-konsep seperti 

“Blue Economy” oleh GunteroPauli dan “Blue Growth” olehnUni Eropa.  

Padamprinsipnya konsep BlueoEconomy dan BluerGrowth 

berusahaWmenghubungkan dan mengintegrasikanWdimensi-dimensi 

pembangunanPekonomi diNlaut dan menyusunOstrategi pengelolaan 

berkelanjutan. KeamananOMaritim berkaitanokarenaOsetiapPupaya 

pengelolaanoberkelanjutan hanyaodapat dilaksanakan.dalam situasi yang 

amanodan terkendali. 

Munculnya isu keamananomaritim diawali dengan fungsipwilayah 

perairan yangosemakin strategisybagi kepentinganinegara-negara di dunia. 

Wilayahomaritim adalah jalur utama interaksipekonomi global, sehingga 

menjadikanokeamanan maritimpisu krusialobagi banyakonegara di dunia. 

Stabilitasokeamanan maritim dibutuhkan seluruh negara di dunia dalam 

menjaga kepentinganmnasional bangsa yang berdampakopada 

pembangunanonasional. Keamanan maritim merupakan sebagian kecil dari 

keamanan nasional, sehingga praktikokeamanan nasionalosuatu negara 
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menentukanobagaimana praktikmkeamanan maritimodalam kebijakan 

nasionaly (Octavian & Yulianto, 2014).  

MenurutOKeliat (2009), masalahOkeamanan maritimOsedang 

diperbincangkanybanyak pihak, tapi belum ada yang mencetuskanodefinisi 

utuhodari keamanan maritim karena dinilairterlalu sensitif khususnyardalam 

hal batasylaut suatuynegara. Menurut Feldt et al., (2013), walau konsep 

keamanan maritim belum pasti, namun perlu dibedakan antarankeamanan 

maritim denganokeselamatan maritim, yaitupkeamanan maritimysifatnya 

merujuk padaptindakan yangosifatnya preventif dan responsifyuntuk 

melindungi wilayahomaritim suatupnegara dari ancamanWterhadap 

keamananOmaupun tindak pelanggaranOhukum lainnya,Psedangkan 

keselamatanOmaritim menekankanOmencegah atau mengurangiPdampak 

dari kecelakaanratau bencanaOalam. Seperti yangOdikemukakanORoell 

terkait dengan definisi keamanan maritim sebagai berikut:  

“…which has no clear definitions when it comes to Maritime Security 

Operations…….no universal legal or agreed definition due to the fact that it 

is a broad topic, covering many policy sectors” (Feldt et al., 2013) 

KonsepOkeamanan maritimoberada di antarankerangka keamanan 

tradisionalOdan non-tradisional. BerdasarkanPkerangka keamanan 

tradisional,Opelanggaran terhadap keamanan…..maritim dianggap 

mengancam kedaulatanOdan identitas negara, sedangkan kerangka non-

tradisional cenderungomemperluas keamanan dari objek acuanosehingga 

masalah-masalahokeamanan yang dikajimlebih dari sekedaroancaman 

terhadap kedaulatanodan identitasonegara. BahkanOmenurut Timothy D. 

Hoyt, (2006), fokus kepedulianokeamanan non-tradisionaloharus dialihkan 

darionegara menjadiokelompok atau individusdengan isu-isupyang bersifat 

non-militerWseperti keamananOekonomi, lingkungan,Opolitik, termasuk 

keamananOmaritim.  

Tantangan danOancaman terhadapOkeamananomaritim tersebut 

mendorong berbagai pihak untuk mengkonstruksikan konsep keamanan 

maritim dalamomenyelesaikan persoalan keamanan maritim. Masalah 
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keamananomaritim merupakan masalahokeamanan yang terjadi di wilayah 

perairan laut. Laut sebagai tempat dilakukannya kejahatan atau tindak 

pelanggaranOhukum, seperti kejahatanOterorganisasi lintasonegara yaitu 

pembajakan atau perompakanolaut, imigranogelap, perdaganganrnarkoba, 

penyelundupanoserta pencuriannikan yang identik sebagaiopersoalan 

utamandalam keamananymaritim.  

Mayoritasoancaman yangoterjadi dalam keamananomaritim adalah 

ancaman non-tradisionalOseperti terorismeOmaritim,Oseparatisme, 

radikalismeoyang berujung pada konflikodengan laut sebagaiomedianya, 

kerusuhanrsosial antar pengguna laut, perompakanodanOpembajakan, 

imigranoilegal, sertaopenyelundupan dan pencemaranolaut. Kejadianryang 

mengancamokeamanan maritimyymemunculkan aturanoberupa tindakan 

pencegahanoserta inisiatif, bertujuan menjaga keamananomaritim. Contoh 

aturan tersebutotertulis dalam ISPS (InternationaloShip and PortoSecurity), 

PSII(ProliferationrSecurityrInitiative), CODErbyIIMO (InternationaliMaritime 

Organization) (BukuoProceedingoSeminaroMarkasoBesaroAL, 2007).  

Menurut salahosatu penelitiosenior pada Centrepfor Strategicoand 

InternationaloStudies (CSIS), Anggorop(2007), keamananomaritim tidak 

mungkinohanya menjadiotanggung jawabosuatu instansi tunggalakarena 

karakternyaMmemiliki kedaulatanOganda. Idealnya dikembangkan 

sekaligusOdasar diplomasiOmaritim yang ditujukkanPpadaWdunia 

internasional. Sesuai dengan penjelasan di atas, IndonesiaPmemerlukan 

infrastrukturOserta penyiapanOberbagai perangkatOyang terlibatsdalam 

pelaksanaanodiplomasi maritimOpada konteks porosOmaritim dunia 

menggunakanupengertian keamananomaritim secarauumum. 

Perkembangan ekonomiOIndonesia dan kawasanOregional 

memberikan efekUpada keamananonasional, termasukusektorvkeamanan 

maritim. Indonesiabmenjadikan perairanoteritorial sebagai peranopenting 

dalam modeOkonektivitas untukoAsia Pasifik dengan posisinya 

sebagairjalur transportasi perdaganganodan maritim. Indonesiaomemiliki 
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tantanganountuk mengelolankeamanan maritim denganpberbagai dimensi 

termasukoperspektif pertahananodan keamanany(Susilo & Suharyo, 2018). 

Peranistrategis Indonesiaidan kesadaran akanipentingnya lautiuntuk 

memperbaikirperekonomian merupakanisebuah kebutuhanimendesak bagi 

Indonesia..sehingga membutuhkan konsepomaritim yang akanomembawa 

perekonomianoIndonesia semakin kuat. Maritim merupakanisebuah sistem 

yang menghubungkanodenyut nadi globalsnegara-negara di duniawdan 

menjadi jalanopenting dalam kelangsunganaperekonomian global. 

Empat makna laut yang strategis bagi Indonesia, yaitu: 1) sumber 

dayaoalam dan mediapperekonomian nasional; 2) saranampemersatu 

bangsa; 3) mediaypertahanan; 4) mediapperhubungan. Perairan Indonesia 

strategisountuk kegiatanokomersial, seperti penangkapanoikan,opeletakan 

kabelnkapal selamndan jaringanopipa, eksploitasiominyak danogas bumi 

danomelakukan penelitianpilmiah. Namun, lokasiTdan wilayahTperairan 

yangnberada dalamnwilayah yurisdiksinIndonesia telah membawaonegara 

inipkeoberbagai ancamangmaritim (Puspitawati, 2017). 

Perkembangan ekonomiOIndonesia dan kawasanOregional 

memberi efek pada keamanan nasional, termasuk sektorOkeamanan 

maritim. Indonesiaomemiliki tantanganountuk mengelolaokeamanan 

maritimpdengan berbagai dimensiotermasuk perspektifopertahanan dan 

keamanan yangodiprediksi akan menghadapioancaman terhadapoaspek 

maritim. Sehinggaodiperlukan sebuahsanalisis strategi dalamnmenghadapi 

ancaman keamananolaut nasional. 

 

2.1.3  Teori Penegakan Hukum 

Penegakanohukum merupakanOusaha untuk merealisasikanOide 

keadilan, kepastianohukum dan kemanfaatanososial menjadiokenyataan 

serta prosesiyang melibatkanibanyakihal. Penegakanihukum adalah proses 

upayaotegaknya atauoberfungsinya norma-normaohukum secaraonyata 

sebagaiupedoman atau hubunganihukum dalamrkehidupan bermasyarakat 

danibernegara (Shant, 1988). MenurutiSoekanto (2004), penegakanihukum 
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adalah kegiatan menyelaraskan nilaikyang terjabarkanodalam kaidahyatau 

pandanganoyang seimbang dan mewujudkan tindakan sebagaiorangkaian 

penjabaraninilai akhir untukimenciptakan, menjaga danumempertahankan 

kedamaianupergaulan hidup.   

Teori penegakanuhukum menurut LawrenceoMoFriedman (1969) 

adalah hukum wajib dilihatosebagai suatu sistemodan mengemukakan tiga 

unsurodalam penegakan hukum. Ketigaounsur tersebut meliputiostruktur 

hukum (legal structure), substansio(legal substance) danobudaya hukum 

(legal culture). “A legal system in actual operation is complex organism in 

which structure, substance, and culture interact” (Friedman, 1969), yang 

berarti sistem hukum pada realita sulitountuk dilaksanakanodalam berbagai 

organisasioyang akan mempengaruhiostruktur, substansiodan budaya. 

Penjelasan ketiga unsurotersebut yaitu: 

a) StrukturaloHukum (legal structure)  

Sistem hukum melingkupi berbagai institusioyang dibuat oleh sistem 

hukumotersebut dengan beraneka macam fungsi untuk mendukung 

berjalannya sistemotersebut. SalahOsatu lembaga tersebutOadalah 

pengadilan. Friedman menyatakan “First many features of a working legal 

system can be called structural – the moving part, so to speak of the 

machine. Courts are simple and obvious example...” Artinya, salahosatu 

bentuk sistemohukum dapat disebut sebagaiostruktur yangomerupakan 

bagianoprosedur pengadilan. PengadilanOadalah contoh nyataOdan 

sederhana. 

b) Substansiuhukumu(legalusubstance)  

Substansi hukumusebagai “...the actual product of the legal system”. 

Friedmanomenyatakan bahwa pengertianosubstansi hukumOmeliputi 

aturanohukum, termasuk kaidahohukum yang tidakotertulis. 

c) Budaya hukumo(legal culture)  

Budaya hukumodidefinisikan sebagaio”attitudes and valuesothat 

relateduto lawuand legalusystem, together with thosesattitudes andavalues 

effectingobehaviour relatedpto law and itsoinstitutions, eitherspositivelynor 



22 
 

UniversitasrPertahanan RI 

 

negatively”. Artinya, sikap-sikapodan nilai-nilaioyang adaohubungannya 

denganohukum atau sistemuhukum, sikap-sikaprdan nilai-nilairyang 

memberiopengaruh pada tingkaholaku yang berkaitanodengan hukumddan 

institusiohukum, baik positifuatau negatif. 

Hal-halomenyangkut nilai, pandangan atau sikap orangoyang 

menjadi bagianodari strukturohukum karenaoperaturan hukum yangobaik 

tidak berfungsi denganobaik jika sikapodan perilakuodari penegak hukum 

tidakomendukungnya. Namun, bilaoperaturan hukum yangukurang baik 

dariosegi yuridis, tidakoakanomenganggu tujuan penegakanohukum yaitu 

keamanan,aketentraman dan kedamaianmmasyarakat, jikapsikap para 

penegakuhukumumendukungnya.  

Penerapan penegakanohukum di masyarakat tidakMmudah 

dilaksanakan, karena dalamoproses yang dilakukanpoleh Hakimodalam 

menjalankanotugas tetap memperhatikanoaturan yang telahodibuat oleh 

pembuatohukum, aturan hukumpmemberi kesanggupanNkepada Hakim 

untukomampu menerapkanohukum (Rini et al., 2014). Faktor-faktoroyang 

mempengaruhiupenegakanuhukum menurutuSoekanto (2004): 

a) Faktor Hukum 

Terkadang penyelenggaraan hukum di lapangan 

terjadiupertentangan disebabkan konsepsiokeadilan melambangkan 

rumusan bersifatiabstrak. Maka, penyelenggaraanihukum bukan hanyailaw 

enforcement, tapi peace maintenance karena proses keselarasan antara 

nilaiikaidah danupola perilaku nyata bertujuan mencapaiokedamaian. 

b) Faktor Penegakan Hukum  

Fungsi hukum, mentalitas petugas penegakohukumomemainkan 

perananopenting, kalau peraturanosudah baik, tapi kualitasopetugas 

kurangobaik, ada masalah. Maka, salah satu kunci keberhasilan 

penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum. 

c) FaktoriSarana atau FasilitasiPendukung  

Faktorosarana atau fasilitasopendukung mencakuprperangkat lunak 

danrperangkatrkeras, contoh perangkatMlunak adalahMpendidikan. 
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Pendidikanuyang diterima oleh PolisiOcenderung pada halOpraktis 

konvensional, sehinggaodalam banyak halopolisi mengalamiohambatan. 

Diantaranyaoadalah pengetahuanutentang kejahatanukomputer. 

d) Faktor Masyarakat  

Penegakohukum berasal dariomasyarakat dan bertujuanountuk 

mencapai kedamaianudi masyarakat. Setiap masyarakat  memiliki 

kesadaran hukum, persoalan muncul yakni tarafokepatuhan hukumryang 

tinggi, sedang, ataurkurang. Adanyarderajat kepatuhanrhukum masyarakat 

terhadap hukum, merupakan indikator berfungsinya hukum tersebut. 

e) Faktor Kebudayaan  

Berdasar konsep budaya keseharian, orangosering membicarakan 

soalokebudayaan. Kebudayaanomenurut SoerjonooSoekanto, mempunyai 

fungsiobesar bagi manusia, yaitu mengaturoagar manusia dapatomengerti 

bagaimanaoseharusnya bertindak, oberbuat, dan menentukanosikapnya 

kalauomereka berhubungan denganoorang lain. Dengan demikian, 

kebudayaan adalahosuatu garis pokok tentangoperikelakuan yang 

menetapkanoperaturanomengenai apa yang harusodilakukan, dan apa 

yangodilarang. 

Fasilitasodan sarana adalahoalatountuk mencapaiotujuan 

penegakanohukum di wilayahoperairan Indonesia. Ketiadaanoatau 

keterbatasan fasilitasodan sarana penunjangolainnya akan sangat 

mempengaruhiokeberhasilan penegakanohukum karena dalamimenangani 

kasus-kasusotersebut, akan melibatkanoberbagai perangkatoteknologi 

canggihountuk kepentinganooperasionalnyaoyang memerlukanitenaga ahli 

danobiaya perawatanrcukup mahal. Seberapaobagus formulasiohukum 

dan aparatopenegakan hukum, seberapaocanggih sarana danoprasarana 

apabilaotidak di dukungodengan kesadaranomasyarakat, makaipenegakan 

hukumiiakaniimengalamiiihambatan. 
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2.1.4  TeorinImplementasinKebijakan 

Kebijakanu(policy) berkaitanodengan perencanaan,opengambilan 

keputusan, pelaksanaanokeputusan, dan evaluasiOterhadap dampak 

pelaksanaanokeputusanutersebut pada orang yangomenjadi sasaran 

kebijakanoatau kelompokotarget. Kebijakanomerupakan alat untuk 

mengaturopendudukudari atasokebawah. MenurutoHeinz EulauOdan 

KennethOPrewith, kebijakanoadalah keputusanotetap dicirikanrkonsistensi 

danopengulangan tingkaholaku dari merekaoyang mematuhiokeputusan 

denganrcaranmemberinrewardndannsanctions.  

Menurut Marzali, (2012), kebijakan adalah instrumen teknis, 

rasional, dan action-oriented untuk menyelesaikan masalah secara 

sentralistik. Kebijakanoadalah cetakobiru tindakanoyang mengarahodan 

mempengaruhioperilaku orang banyakoyang terkenaodampak keputusan 

tersebut. Kebijakanrdisusun dan dirancangruntuk membuatrperilaku orang 

yang ditujur(kelompokotarget) menjadioterpola sesuaiodengan bunyiodan 

rumusan kebijakanrtersebut. 

Kebijakanrnegara isswhatever government chooseoto doior not toido 

(Dye, 1995). Apabilarpemerintah memilihruntuk melakukanrsesuatu, maka 

harusrada tujuanratau objektivitaspdan kebijakan negaraoharus mencakup 

semuaotindakan pemerintah. Jadi, sesuatuoyang tidakodilakukan oleh 

pemerintahoakan mempunyai pengaruhoyang samaobesarnya dengan 

sesuatuoyang dilakukanroleh pemerintah. Denganrdemikian, bukan 

merupakanrpernyataan keinginanrpemerintah atau pejabatrpemerintahnya. 

Dapatodisimpulkan bahwaopada hakikatnyaokebijakan mencakup 

pertanyaanowhat, why,owho, where, danohow. Semuarpertanyaan tentang 

masalahryang dihadapirlembaga-lembaga pengambil keputusanoyang 

menyangkut isioprosedur yangoditentukan, strategi,rwaktu keputusan 

diambil danodilaksanakan. Selain kesimpulan tentang pengertian kebijakan 

yang dimaksud, istilahrkebijakan secara luasodipergunakan dalam 

kaitannyaodengan tindakan-tindakanopemerintah, sertaoperilaku negara 

padaoumumnya.  
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Suatuokebijakan yang telah dibuat oleh pemerintahotidak berarti 

tanpa diikutiodengan pelaksanaanokebijakan. Pelaksanaan kebijakan 

adalahosesuatu yangopenting, bahkan lebih pentingodaripada pembuatan 

kebijakan, karena jika tidak diimplementasi maka kebijakan hanyaoberupa 

impian atau rencanaobagus yang tersimpanorapi dalamoarsip. Setiap 

kebijakan dan programoyang dicanangkan pemerintahOharus 

diimplementasi, sehinggaotidak menjadiohal yang sia-siao(Wahab, 2008). 

Dengan pendekatanoprosedural dan manajerialo (proceduraloand 

managerialoapproaches) mengemukakanotahap implementasiomencakup 

urutan langkahrsebagairberikut: 

1. Merancangrbangun (mendesain)rprogram besertarperincian tugasrdan 

rumusan tujuanijelas, penentuaniukuran prestasilkerja, biaya danlwaktu 

2. Melaksanakanoprogram, denganomendayagunakan strukturodan 

personalia, danaodanosumber, iprosedur, danimetode tepat;  

3. Membangunosistem penjadwalan, pengawasan,idan sarana pengawas 

tepat, menjaminrbahwa tindakanitepat dan benaridapatodilaksanakan.  

Dariorangkaian diatas, secaraogaris besar implementasi kebijakan 

meliputi kegiatanoperencanaan, penjadwalan, danOpengawasan. Terjadi 

ketidakefektifanOkebijakan yangoditempuh oleh pemerintah. Penjelasan 

keadaanrdimana prosesokebijakan selalu terbukarkemungkinan terjadinya 

perbedaanrantara aparyang diharapkan olehrpembuat kebijakan dengan 

apa yangrdicapai sebagai hasilratau prestasi pelaksanaanrkebijakan. Besar 

kecilnyarperbedaan tersebutrtergantung pada kemampuanrorganisasi atau 

aktorountuk mengimplementasi kebijakanryang dipercayakan, sehingga 

tujuaniyang ditetapkanidalam dokumen kebijakanitercapai (implementation 

capacity). 

Implementasi kebijakanodiharapkan tercapai sesuai rencana yang 

kemungkinanoakan terjadi penolakanoterhadap perubahan tersebut. 

Ragamrpelaksanaan implementasirkebijakanrmenurut penelitirtidak hanya 

menyangkutrperilaku badan-badan administratif yang bertanggung jawab 

melaksanakan program danomenimbulkan ketaatanopada diri kelompok 
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sasaran, melainkanojuga menyangkutojaringan kekuatan-kekuatanopolitik 

seperti dioeksekutif, anggotaolegisiatif, yudikatif, kelompokokepentingan 

yangoberpengaruh pada jalannyaoroda perekonomian, danowarga 

masyarakatrsosial yangilangsung atau tidakilangsung dapat mempengaruhi 

perilakuidari semuaipihak yangiterlibat. 

Menurut Tahir (2011), limaohal berhubungan denganokebijakan 

publik. Pertama,rtujuan atauokegiatan yang berorientasiotujuan harus 

menjadirperhatian utama. Kedua, kebijakanomerupakan pola model 

tindakanopejabat pemerintah mengenaiokeputusanosecara terpisah. 

Ketiga, kebijakanrharus mencakup apa yang pemerintah perbuat dan yang 

mereka katakanrakan dikerjakan. Keempat, bentukrkebijakan publik 

dalamrbentuk positifrdidasarkan pada ketentuanrhukum danrkewenangan. 

Kelima, tujuan kebijakanrpublik adalah tercapainya kesejahteraan 

masyarakatrmelalui produkrkebijakan yang dibuat pemerintah. 

Tiapokebijakan harus memperhatikanosubstansi dariokeadaan 

sasaran, melahirkanrsebuah rekomendasiryang memperhatikanrberbagai 

program agar dijabarkanrdan diimplementasikanrsesuai tujuanodari 

kebijakanrtersebut. Untuk menghasilkan produkokebijakan, dapat 

memahamirkonsepsi kebijakanrmenurut AbduloWahab yangodipertegas 

olehrBudimanrRusli yaitu: 

1. Kebijakanrdibedakan darirkeputusan. Adaotiga perbedaanomendasar 

antararkebijakan denganrkeputusan yaitu :  

a. Ruangrlingkup kebijakanrjauh lebihrbesar dari padarkeputusan.  

b. Pemahamanoterhadap kebijakanoyang lebihobesar memerlukan 

penelaah mendalamrterhadap keputusan.  

c. Kebijakanomencakup upayaopenelusuran interaksiolangsung 

diantaraobanyak individu, kelompokrdanrorganisasi.  

2. Kebijakanrtidak dibedakan dariradministrasi. Faktanya, modelrpembuat 

kebijakanoyangomemadukanrtop-downrdenganrbottom-up menjadi 

pilihan yang banyakrmendapat perhatianrdan pertimbangan 

yangrrealistis.  
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3. Kebijakanotak dapat dibedakan darioadministrasi. Langkahopertama 

dalamrmenganalisis perkembanganrkebijakan negara adalah 

perencanaan yangodiharapkan oleh paraopembuat kebijakan.  

4. Kebijakanomencakup ada atau tiada tindakan. Perilaku mencakup 

kegagalanrmelakukan tindakanryang tidak disengaja, sertarkeputusan 

untuk tidakrberbuat yangrdisengaja (deliberaterdecisionsrnot toract).  

5. Kebijakanrmemilikirhasil akhir agar tercapai, yang mungkin sudah atau 

belum diantisipasi karena upaya analisisokebijakan yangrmengabaikan 

hasilitidak diharapkan, jelas tidakrmenggambarkan praktikrkebijakan.  

6. Kebijakanobanyak didefenisi denganomemasukkanoperlunyaosetiap 

kebijakanrmelalui tujuanratau sasaran tertenturbaik secaraoeksplisit 

ataurimplisit. Umumnya, suatuikebijakan sudah termaktubitujuan atau 

sasaranotertentu yangoditetapkan. 

7. Kebijakan muncul dari suatu proses yang berlangsung sepanjang 

waktu. Kebijakan itu sifatnya dinamis, bukan statis.  

8. Kebijakan mencakup hubunganobersifatoantar organisasioatau intra 

organisasi yangomemperjelas perbedaan antaraokeputusan dan 

kebijakan. Keputusanrditetapkan oleh satu organisasi, tapiokebijakan 

melibatkanoberbagairorganisasi yang harus bekerja sama. 

9. Kebijakanrnegaraymenyangkut perantkunci dari lembagarpemerintah, 

walau tidakrsecararekslusif. Selama kebijakanotersebut padaosaat 

perumusannyardiproses, atauodisahkan,odiratifikasi oleh lembaga 

pemerintah, omaka kebijakan tersebut disebut kebijakan negara.  

Kebijakanrdirumuskan/didefinisikanrsecara subjektif. Pengertian 

yangotermaktub dalam istilahokebijakan seperti prosesokebijakan, aktor 

kebijakan, otujuan kebijakanoserta hasil akhirosuatu kebijakanodipahami 

secararberbeda oleh orangryang menilainya, sehinggarmungkin bagi 

sebagian pihakrada perbedaanrpenafsiran mengenai misalnyartujuan yang 

inginrdicapai dalam suaturkebijakan dan dampakoyang ditimbulkan oleh 

kebijakan. tersebut. 
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2.1.5  Teori Kewenangan 

Kewenanganoomerupakanokekuasaanoformalooyangoberasalodari 

undang-undang, sedangkanowewenang yaiturspesifikasi darirkewenangan 

yang artinyar subyekohukum yang diberikanokewenangan olehrundang-

undang, maka berwenang melakukan sesuaturkarena perintahoundang-

undang.rKewenangan adalahrkekuasaan hukum serta hak memerintah 

ataurbertindak,rkekuasaan hukumrpejabat publikruntuk mematuhiraturan 

hukum dalam melaksanakan kewajiban publikr(Deliarnoor et al., 2013). 

Kewenanganryang dimilikirinstitusi pemerintahanrdalam melakukan 

perbuatanrnyata (riil),rpengaturan ataurmengeluarkanokeputusan, selalu 

dilandasiooleh kewenanganryang diperolehrdari konstitusirsecara delegasi, 

atribusi, dan mandat. Atribusi menunjukopada kewenangan asli berdasar 

konstitusi dioUndang-UndangoDasar. Pada kewenangan delegasi, 

ditegaskanrsuatu pelimpahanowewenang kepadarpemerintahan lain.  

 Unsur-unsur kewenangan menurut (Hakim, 2012) bahwarwewenang 

sebagai konsepohukum publikrterdiri dari tiga unsurratau elemen, yaitu:  

1) Pengaruhopengguna wewenang bermaksud untuk mengendalikan 

perilaku subyekrhukum. 

2) Dasaroohukum berkaitanodengan prinsipobahwa setiapowewenang 

pemerintahryang harusrdapat ditunjuk dasarrhukumnya. 

3) Konformitasrhukum, mengandungomakna adanya standarowewenang, 

standarriumum danostandarrikhusus. 

Sifatikewenangan pemerintahaniyaitu bersifatiterikat, rfakultatif, dan 

bebas, rterutama kaitannyaodengan kewenanganopembuatan dan 

penerbitanokeputusan-keputusan (besluiten)oodanooketetapan-ketetapan 

(beschikkingan) ioleh organipemerintahan, sehinggaidikenal ada keputusan 

bersifatiterikat danibebas (Hsb & Julianthy, 2018).  

Wewenang yang bersifat terikat terjadi apabila peraturan dasarnya 

menentukan kapan dan keadaan apa wewenang tersebut dapat digunakan. 

Wewenang fakultatif adalah wewenang yang terjadi dalam badan atau 

pejabat tata usaha negara tidak wajib menerapkan wewenangnya atau 
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memiliki pilihan, walau hanya dilakukan dalam keadaan tertentu. 

Sedangkan wewenangrbebas terjadi ketikarperaturan dasarnya memberi 

kebebasan kepadaobadan atau pejabatotata usaha negara untuk 

menentukanrsendiri isi dari keputusanryang akan dikeluarkannya. 

Peter Leyland danrTerry Woods menyatakan, rbahwa dua ciri utama 

kewenanganrpublik yaitu, setiap keputusan dibuat pejabat pemerintahan 

memiliki kekuatan mengikat, harus dipatuhi seluruh anggota masyarakat 

dan memiliki fungsi publik atau melakukan pelayanan publik. Dari 

penjelasan tersebut  Ilmar, (2014) menyimpulkan, bahwaowewenang 

khususnya wewenang pemerintahanoadalah kekuasaan yang ada pada 

pemerintahountuk menjalankan tugasodan fungsinya berdasar peraturan 

perundang-undangan. Apabila wewenang pemerintahanrdipergunakan dan 

tidakrsesuai dan sifatiwewenang maka tindakaniatau perbuatan pemerintah 

bisardikatakan tidakrsah atau dapat dibatalkan karena hukum. 

 

Gambar 2. Kewenangan Kapal-Kapal Patroli Instansi Pemerintah 

(Sumber: Wiranto, 2019) 

Berdasarkan gambar diatas, terdapat beberapa kewenangan intansi 

pemerintah dalam menggunakan kapal patroli sesuai wilayah perairan 
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hingga yuridiksi Indonesia. Pada laut teritorial (12 nautical miles dari garis 

pangkal) atau laut yang memiliki kedaulatan penuh, terdapat semua kapal 

patroli dari instansi yang bertanggungjawab terhadap perairan Indonesia 

yaitu:  

Kapal Negara PerhubunganoLaut (KNoHubla) milikoKementerian 

Perhubungan, kapalopatroli milik Kepolisisan Negara Republik Indonesia, 

kapalopatroli milik DirektoratrJenderal Beardan Cukair(DJBC), kapalrpatroli 

Pengawasan Sumber DayaoKelautan dan Perikanano (PSDKP) milik 

KementrianrKelautan dan Perikanani(KKP), kapalrpatroli BadanlKeamanan 

Lautu(Bakamla), dan KapaluPerangnRepublik Indonesiai(KRI) milikoTNI 

AngkatanrLaut. 

 Instansi Direktorat Jenderal Bea Cukai hanya memiliki kewenangan 

patroli terkait imigrasi, kepabeanan, dan sanitasi sampai pada zona 

tambahan (24 nautical miles dari garis pangkal). Instansi KKP terkait patrol 

perikanan dan Bakamla memiliki kewenangan patroli pada ZEE yaitu 200 

nautical miles dari garis pangkal. Hanya KRI TNI-AL yang memiliki 

kewenangan patroli hingga laut bebas atau landas kontinen (350 nautical 

miles dari garis pangkal). 

Menurut Wiranto (2021), berbagairperaturan perundang-undangan 

yangosecara yuridis formal berlaku terdapat tiga penyidik yangodiberi 

wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana diowilayah 

perairanolaut Indonesia yakni Perwira TNI Angkatan Laut, Penyidik 

Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil 

Tertentu. Meski demikian,rberbagai peraturan tersebutotidak mengatur 

secaraotegas dan jelasopembagian kewenangan, sertaopengaturan 

mekanismeokerja yangopasti, sehingga ketigaoinstansi tersebutodapat 

berwenang dalamrpenegakan hukumrtanpa adanya keterpaduanrsistem 

dalamrpelaksanaannya. Pengaturanoini dapat menimbulkanokerawanan 

adanyaoperbedaan penafsiranoperaturan perundang-undanganoodan 

perbedaanrrpola penegakanrhukum diantara sesamaraparat, bahkan 
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khawatiroadanya ketidakharmonisan atau gesekanoantar aparatodalam 

pelaksanaan operasirpenegakan hukumrdi laut. 

Keadaanoini berpotensi untuk menimbulkanokonflik kewenangan 

dalamopenegakan hukum. Padahal, konflik kewenanganomerupakan 

keadaanryang palingrtidak menguntungkanrdan mencerminkanipenegakan 

hukumoyang lemah danotidak optimal, sehingga berdampakopada 

eksistensiotindak pidana diowilayah perairanolaut dengan frekuensioyang 

cukupotinggi dan terusoberlangsung. Selain itu, keadaanoini juga 

merupakanokelemahan dalam hukumoacara, dimanaoopengaturan 

kewenanganrini memberikanrcelah yangojelas dalam prosesopidana untuk 

melakukanopraperadilan gunaomenguji keabsahanokewenangan penyidik 

yangomelakukan proses penyidikanosehingga proses peradilanomenyita 

wakturyang lama. 

 

2.1.6  Teori Otonomi Daerah 

Pengertianrotonomi daerah menurutrSitumorang (1993) berasalrdari 

bahasaoLatin, yaitu “autos” yangoberarti sendiriodan “nomos” yangoberarti 

aturan. Jadi, odiartikan bahwaootonomi daerah adalahomengurus dan 

mengaturrrumah tangganyarsendiri. Pengertianolain tentang otonomioialah 

sebagaiohak mengaturodan memerintah diri sendirioatas insiatifodan 

kemauanosendiri. Hak yangodiperoleh berasalodari pemerintahopusat 

(Muhamad, 2005). 

UU No.5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah 

mendefinisikan otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban 

daerah untuk mengatur…rumah tangganya sendiri dengan perundang-

undangan yang berlaku. Sementara itu menurut UU No. 22 Tahun 1999 

tentang Partai Politik mendefinisikan bahwa otonomi daerah adalah 

wewenang daerah untuk mengatur dan mengurusrkepentingan masyarakat 

setempatrmenurut prakarsa sendirirberdasarkan aspirasi masyarakat 

sesuai denganrperaturan perundang-undangan.  
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MenurutoSuparmoko (2005), OtonomioDaerah adalah kewenangan 

daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat 

setempat menurutoprakarsa sendirirberdasarkan aspirasiimasyarakat. Ada 

beberapaoasas penting dalamrUndangUndang otonomirdaerah yang perlu 

dipahami, antararlain: 

1) Asasodesentralisasi adalah penyerahanowewenang Pemerintahan 

olehoPemerintah kepada daerahootonom dalam kerangkaoNegara 

KesatuaniRepublikiIndonesia. 

2) Asasidekonsentrasi adalahipelimpahan wewenangipemerintahan oleh 

Pemerintahikepada gubernurosebagai wakil Pemerintahodan/atau 

kepadarinstansi vertikalidi wilayah tertentu. 

3) Tugas pembantuanoadalah penugasan darioPemerintah kepada 

daerahoodan/atau desa dari PemerintahooProvinsi kepada 

Kabupaten/Kotaidan/atau desaiserta dari Pemerintah KabupateniKota 

kepadaldesa untukrmelaksanakan tugasrtertentu.  

4) Perimbanganokeuangan antar PemerintahrPusat dan Daerahradalah 

suatursistem pembiayaanopemerintahan dalam kerangkaonegara 

kesatuan, yang mencakupopembagian keuangan antararPemerintah 

Pusatodan Daerah sertaopemerataan daerahrsecararproporsional, 

demokratis,radil, danotransparan denganomemperhatikanopotensi, 

kondisi,rserta kebutuhanrdaerah, sejalanrdenganrkewajiban. 

KeuntunganoSistem OtonomioDaerah adalahomasyarakat dapat 

menyediakanrjasa pelayanan yangomereka miliki, berbeda-bedaodengan 

tingkatanryang berbedarsesuai dengan profesirmasing-masing. Selain itu, 

penduduk jugarbebas berpindah tempatrtinggal, proses politikrlebih cepat 

danrsederhana, efisienrdengan adanya PemerintahrDaerah. Kerugian 

Sistem Otonomi Daerah yaitu dalamirestribusi pendapatan Pemerintah 

Daerah jugaotidak efisien dalamimengusahakannya. Selain itu dalam 

kaitannya dengan tujuanrekonomiimakro, secara jelasiPemerintah Daerah 

tidakodapat melaksanakanrkhususnya yang berkaitanodengan kebijakan-

kebijakanrmoneter. 
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2.2  Hasil PenelitianrTerdahulu 

Penelitian terdahulurbermanfaat penting untukrpenilitian selanjutnya 

yaitu menjaga orisinalitas dan seringkali sebagai pembanding dalam 

penyusunanopenelitian selanjutnya. Penelitiomemanfaatkanopenelitian 

terdahulurdengan menggunakanrkerangka metodologi, teori, pembahasan 

analisarhingga penemuanryang mendukungrpenelitian ini. Enam artikel 

jurnalrdigunakan sebagai..penelitian terdahulu yangomemiliki benang 

merah terhadapopenelitian ini. Benang merah dalam penelitianoterdahulu 

dengan penelitianrini yaitu pembahasanrterkait Illegal Transhipment, 

Sinergi dan Penegakan Hukum. 

 Penelitianoterdahulu saling memberikanomasukan yangoberbeda. 

Mendukungrorisinalitas pembaharuanrtemuan yang akan menjadi masukan 

hasilopenelitian dan memudahkanodalam kajian. Kondisi penelitian yang 

terusoberkembang akan menampilkanotemuan terbaru yangoakan 

memperkayaokajian terkait isu yangoterdapat dalamokerangka berpikir 

tentangrKeamanan Maritim. 

Enam penelitian terdahulu yang disertakan dalam penelitian ini 

ditulis oleh Zaenuddin et al., (2012), dengan judul “Maraknya Praktek 

Transaksi Ilegal di Kawasan Free Trade Zone Batam”, kemudian oleh 

Puspoayuret al, (2019), dengan judul “Praktik Illegal Transhipment di Laut 

Lepas Berdasarkan Hukum Laut Internasional”. Kemudian oleh Rudy 

Indratno, (2020) dengan judul “Penegakan Hukum Tindak Pidana Khusus 

di Laut”, dan tiga judul lainnya yang akan dijabarkan dalam bentukrtabel. 

Harapannya dapatomemberi kemudahanopembaca dalam mengupas 

intisariodari artikel jurnal yangodigunakan sebagai penelitianoterdahulu. 

Sebagairbentuk artikelrjurnal yang digunakan sebagai penelitianiterdahulu 

disajikanrpada Tabel 1. Penelitian Terdahulu. 

Adapun perbedaan peneliti yaitu pada peneliti pertama menemukan 

prosesrpenyelesaian sengketa yang harusrdilakukan jika proseduroPBB, 

UNCLOS 1982roleh InternationalrTribunal for therLaw of the Sear(ITLOS), 

danrRegional Associationrof Southeast AsianiNations (ASEAN). 
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2.2.1  Sinergitas Stakeholder Keamanan di Perairan Pulau Nipa, 

Batam, Kepulauan Riau dalam Perspektif Keamanan Maritim 

Jurnal ini masuk kedalam Jurnal Keamanan Maritim tahun 2020 

Volume 6 (1) ditulis oleh Supriyadi, M. Adnan Madjid dan Purwanto. 

Sinergitas di perairan Pulau..Nipa sangat penting dilakukanokarena 

kegiatan disanarberhubungan dengan keamananrmaritim dalam halrmarine 

environment, humanrsecurity, nationalrsecurity dan bluereconomy. Pulau 

Niparmerupakan pulauistrategis dan menjadiititik pangkalidalamipenentuan 

batasiluas wilayahrlaut Indonesia. Perairan PulaueNipa yangeberbatasan 

langsungrdengan NegararSingapura dan Malaysiartentu saja menimbulkan 

berbagairancaman keamananrmaritim. 

Pengembanganrekonomi yang dilakukanrIndonesia untukrmenjaga 

eksistensirpulau terluar dalamrhal mempertahankanrkedaulatan negara 

adalahidengan cara pengembanganrekonomi dalam bentukoNipa Transit 

AnchorageoAreao(NTAA). Pengembangan di pulau membentukrkawasan 

bunkerrdan penyulingansair bersih di wilayah PulausNipa.  

Faktor sinergitasrdidasarkan pada levelrsinergitas meliputiisinergitas 

ditingkatoorganisasi dengan pertemuan rutin, saranaoprasarana, 

peningkatan SDModan egorsektoral. Faktor di levelrkebijakan yaituradanya 

kebijakanrmampu mensinergikan stakeholderodi perairan PulauoNipa. 

Faktorodi level operasionalradalah adanya pertukaran informasirdan juga 

adanyaopatroli terkoordinasi antarostakeholder. Rekomendasioadanya 

payungrhukum sinergitas danrmeninjau kembaliipengembanganiNTAA. 

 

2.2.2  MaraknyanPraktek TransaksiiIlegal di Kawasan FreeiTradeiZone 

Batam 

Jurnaliini masuk kedalam Jurnal Integrasi tahun 2012 Volume 4 (1) 

ditulis oleh Muhammad Zaenuddin, Didi Istardi, dan Muslim Ansori. Batam 

sebagaiidaerah yang letaknyaidi sisi jalur perdagangan.internasional paling 

ramai.di dunia. Perannyaoyang demikianopenting sebagai salahosatu 

gerbang dan ujungotombak ekonomi nasional. Letak wilayahnyaoyang 
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berdekatanrdengan negara tetanggaoMalaysia danrSingapura, membuat 

Batamomenjadi tempat strategisountuk bidang jasa danoperdagangan.  

Salahosatu efekoditetapkan Batam sebagairkawasan perdagangan 

bebasrdan pelabuhan bebasradalah berkembangnya bisnisogelap (illegal 

trading). Kegiatanoilegal yang terjadiodi Batam sangatovariatif. Hasil 

penelitianryaitu selamardua tahun pengamatan, kasusobanyak terjadi 

adalahokegiatan penyelundupan559,18%, Narkotika116,3%, TenagaiKerja 

Asing dan TenagarKerja Indonesia ilegal66,12%, moneyyloundry55,1%, 

kegiataniilegal lainnyai5,1%, pembuangan limbahi3,06%, traffickingi2,04%, 

illegalitrading 2,04%, dan illegal logging11,02%. 

Untukokegiatan penyelundupan, jenisobarang yang palingosering 

diselundupkanoadalah mobil225,86%, BBM115,52%, elektroniko(HP dan 

laptop) (15,52%), makananominuman dan rokok113,79%, barangobekas 

12,07%, barang-barang laini10,34%, dan minuman kerasi6,9%. Sedangkan 

frekuensi palingosering ditemukan kegiataniilegal atau barangiilegal adalah 

pelabuhaniresmi yaitu sebanyak131%. 

Maraknyaikegiatan ilegaliini menjadi sisi gelapppenerapan FTZ di 

Batamoyang perlu diantisipasiooleh semuaopihak. Seperti, omandulnya 

kebijakanoyang diambilooleh pemerintah karenaobiasnya data-data yang 

mendukungopengambilan kebijakanotersebut. Banyakodata yangotidak 

tercatat. Denganimelihat dampak kegiataniilegal yang luasidan yangibesar 

terhadapoperekonomian, isosial, ibudaya, ipolitik, dan kedaulatanonegara 

tersebutidi atas, maka perluidilakukan studiiyang mencobaimengidentifikasi 

dan membuatostrategi dan langkah-langkahopencegahan terjadinya 

kegiatanotersebut. 

 

2.2.3  PenegakaniHukum TindakiPidana Khususidi Laut 

Jurnal ini ditulis olehoRudi Indratno pada tahun 2020. Penegakan 

hukum diilaut tidak hanyaimerupakan suatu pelanggaranihukum dalam arti 

kualifikasiipidana tetapi dalam banyak hal, tindakipidana yangimerugikan 

kepentinganunasional suatu bangsausebagai contoh penegakanuhukum 
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terhadapukapal-kapal ikanoasing yang memasuki wilayahoperairan dan 

wilayahoyurisdiksi perairan Indonesiaotanpa dilengkapi berbagaiodokumen 

suratiizin yang diterbitkanioleh pemerintahiIndonesia.  

Suatu tindak pidanaokarena apabila PemerintahoIndonesia 

denganimudah menerbitkanisurat izinibagi kapal-kapal ikaniasing, hal 

tersebut akanomenyebabkan kecemburuan denganopara nelayanodan 

pengusahaoIndonesia yang akibatnyaomenyebabkan kondisiososial 

masyarakatoyang akanomenyebabkan kemungkinanostabilitas nasional 

tergangguodikarenakan kepentinganopara pengusaha dan nelayaanolokal 

tidakoterakomodir denganobaik olehoPemerintah. Maka, oPemerintah 

Indonesiaoakan lebihomengutamakan pengusahaolokal dari pengusaha 

asingodengan membuatoregulasi yang mempermudahipengusaha lokal. 

Dalamoproses penegakanohukum, penegak hukumohanya dapat 

dilakukanooleh penyelidikomaupun penyidik, dalam kaitanodengan 

penegakanohukum tindak pidanaotertentu dilaut sesuaiodengan amanat 

undang-undangoserta kewenangan untuk proses hukumimaka terdiriodari 

lembagaopenyidik yaitu TNI AL, oPOLRI, Kemenhub, Kementerian 

Kelautanidan Perikanan, KementerianiKeuangan, KementerianiHukum dan 

HAM, KementerianiEnergi dan SumberoDaya Mineralo(ESDM), serta 

KementerianoLingkungan Hidup dan Kehutanan, KementerianiKesehatan 

dan stakeholdersilainnya. Dalam UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP 

mendefinisikanipenyelidikimerupakanipejabatiPOLRI. 

Keberadaan BAKAMLA dalam menjalankanifungsinya salahisatunya 

memilikiikewenangan dalam penegakanihukum di laut, kaitannyaodengan 

kewenanganopenegakan hukum tersebutooyaitu memberhentikan, 

memeriksa, omenangkap, omembawa danomenyerahkan kapal yangitelah 

melakukanipelanggaran hukum diilaut tersebut kepadaiinstansiipenyidik 

terkaitiiyang berwenangountuk melaksanakan prosesohukum lebiholanjut 

untukomemberikan efek penindakanohukum bagi kapal-kapaloyang 

melakukanikegiatan illegal, hal tersebut untuk mendukungisebagai negara 

porosimaritim. 
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2.2.4  Kewenangan Bakamla Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana 

Tertentu di Laut Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2014 Tentang 

Kelautan 

Buku ini ditulis oleh Guntur Wasisto yang diterbitkan pada tahun 

2015. Terdapato13 (tigaobelas)ikementerian atauilembaga yangimemiliki 

kewenanganidalam penegakanihukum di laut, dengano17 (tujuh belas) 

peraturanoperundang-undangan. Banyaknyaoperaturanodan institusi yang 

mengaturomasalah di laut makaopenegakan hukum diolaut menjadi 

tidakiefektif. Bakorkamlaodiharapkan mampuomensinergikan penegakan 

hukum diilaut. Denganodisahkannya Undang-undangonomor 32otahun 

2014otentang kelautan, Bakorkamlaiberubah menjadioBadanoKeamanan 

Lauto (Bakamla), denganotugas,ofungsi, danowewenang yang luas. 

Kondisioinioakan berpengaruhoke instansiipenegak hukum di lautoyang 

telah adaisebelumnya yangitelah diberi wewenangioleh Undang-undang.  

Diperoleh hasilobahwa keberadaanoBakamla tidakomenghapus 

kewenanganoinstansi lain, namunopotensi konflik kepentinganoantar 

instansiopenegak hukum dilautoyang perlu diantisipasiodan diwaspadai, 

sebagaiorekomendasi sebagai saranikepada pemerintahiagar lebihiserius 

dalamomensinergikan penegakanohukum di laut sehinggaobenturan antar 

aparatopenegak hukumodilaut dapat dihindari. Hambatanoyang 

mempengaruhiipenegakan hukum diilaut, adalah banyaknyaiperaturan per 

undang-undangan yangodimiliki masing-masing lembagaopenegak hukum 

atauiinstansi yang memilikiikewenangan di bidangikelautan. 

Amanatipasal 63 ayat (2) UUinomor 32 Tahun 2014 perluikejelasan 

landasanoyuridis bahwaoBakamla diberi kewenanganomengintegrasi dan 

sebagai komandoodalamipenegakan hukumodi laut. Bakamlaomerupakan 

lembagaopemerintah yangoberkedudukan dan bertanggungojawab kepada 

Presidenomelalui Menkopolhukamoyang mengkoordinasikan, sedangkan 

instansi lain yangomemilki kewenanganopenegakan hukum diilaut dibawah 

koordinatorokementerian lain, sehingga perluoada aturan danoketentuan 

yangibisaimengakomodir. 
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2.2.5 Enhancing Safety and Security in Indonesian Waters:   

Cooperation within Diplomacy Framework 

Perairan Indonesia digunakanolalu lintas perdaganganodunia, 

pergerakanikekuatan militeridan angkatan laut, dan kepentinganimaritim 

lainnya. Sehinggaiperairan Indonesiaimempunyai peran daninilai strategis 

untuk menjaga keamanan ekonomi, perdamaian, dan stabilitas di kawasan.  

UNCLOS mempromosikan persatuan Indonesia sebagai negara 

kepulauan. Manfaat atau hak-hak di bawah UNCLOS disejajarkan dengan 

sejumlah kewajiban sehubungan dengan navigasi kapal asing di 

perairannya. Indonesia menyediakan jalur komunikasi laut bagi masyarakat 

internasional untuk menjamin pergerakan barang, orang, dan pembantu 

angkatan laut. Serta menjamin keselamatan dan keamanan jalur laut. 

UNCLOS bahkan tidak menyediakan ketentuan atau mekanisme yang 

cukup untuk mempromosikan pembagian beban dalam peraturan selat 

internasional. Pasal 43 UNCLOS dapat digunakan sebagai dasar untuk 

mekanisme. Namun, tidak ada praktik Negara yang ada untuk penerapan 

mekanisme pembagian beban menggunakan ketentuan ini. 

Di era globalisasi, keamanan maritim adalah masalah yang tidak 

dapat dihindari dan pada kenyataannya, suatu keharusan. Ketidakstabilan 

suatu wilayah negara akan mempengaruhi kepentingan negara-negara lain. 

Dampak dari kondisi tersebut tidak hanya pada aspek keamanan, tetapi 

juga akan mempengaruhi hubungan ekonomi, sosial budaya, dan bilateral 

antar negara. Atas dasar ini, kerja sama yang dibangun di atas kepercayaan 

dan saling menguntungkan dapat menjadi solusi bersama untuk 

meningkatkan keamanan maritim untuk kepentingan nasional, regional, dan 

global. Diplomasi angkatan laut digunakan untuk mendukung pertahanan 

dan kebijakan luar negeri. Membangun kerja sama antara angkatan laut 

dalam hal diplomasi angkatan laut didasarkan pada saling menghormati, 

saling percaya, menghindari konflik dan resolusi pasca-konflik, dan 

mendukung upayaiuntuk menjagaiperdamaian danikeamanan di kawasan 

dan global. 
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2.2.6 Defining the Types of Counterfeiters, Counterfeiting and 

Offender Organizations 

 Jurnal ini menemukan hubungan erat antara kebijakan larangan 

produk atau pembatasan dan tingkat penyelundupan di Indonesia. 

Peningkatan tingkat penyelundupan Indonesia sebagian besar disebabkan 

oleh peraturan larangan dan / atau pembatasan. Praktik penyelundupan 

yang lazim adalah karena peningkatan permintaan komoditas karena 

produk yang dimaksud adalah yang dibatasi. Oleh karena itu akan memicu 

para penyelundup untuk melakukan praktik penyelundupan. Selain itu, 

disparitas harga yang signifikan juga mendorong para penyelundup untuk 

melakukan praktik penyelundupan, karena konsumen yang membeli produk 

di pasar gelap akan memperoleh harga satu atau dua tingkat lebih rendah 

dari harga normal. 

Kompleksitas masalah penegakan hukum kepabeanan, khususnya 

dalam kejahatan penyelundupan, akan berdampak pada sistem hukum 

kepabeanan yang tidak berjalan dengan baik di Indonesia. Beban tarif dan 

disparitas harga yang signifikan menggoda masyarakat untuk 

mengkonsumsi produk yang beredar di pasar ilegal, birokrasi yang rumit 

(substansi hukum), infrastruktur yang tidak memadai, tidak semua institusi 

telah melakukan reformasi birokrasi (struktur hukum), dan kesadaran 

hukum yang buruk dalam masyarakat (budaya hukum) tentunya sangat 

mempengaruhi penegakanihukum kepabeanan dalamimemberantasitindak 

pidana penyelundupan diiIndonesia. Tidak hanya penegak hukum tetapi 

juga masyarakat harus memiliki budaya hukum ini. Hal ini karena ketika 

masyarakat memberikan kesempatan kepada penyelundup untuk 

melakukan kejahatan penyelundupan, penyimpangan akan terus terjadi. 

Oleh karena itu, penegak hukum dan budaya hukum masyarakat 

harus ditingkatkan secara merata karena budaya hukum sangat penting 

untuk penegakan aturan. Meskipun aturan tersebut telah dikembangkan 

dengan baik, tidak ada artinya ketika penegak hukum dan perilaku 

masyarakatnya masih menyimpang. Beberapa upaya telah dilakukan untuk 
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memperbaiki hal ini. budaya hukum: pendidikan, peningkatan 

kesejahteraan, dan sosialisasi. Memang sulit dan membutuhkan waktu 

untuk dilakukan, karena perubahan budaya hukum masyarakat harus 

dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan. 

Dengan adanya kebijakan mengenai produk yang dilarang dan 

dibatasi sangat mempengaruhi peningkatan tingkat penyelundupan. Hal ini 

karena orang akan cenderung mengkonsumsi produk yang dihasilkan dari 

kejahatan penyelundupan. Selain memenuhi kebutuhan mereka akan 

kuantitas, mereka juga dapat membeli produk dengan harga yang relatif 

rendah. Perbedaan harga yang signifikan memicu penyelundup untuk 

melakukan praktik penyelundupan, karena konsumen yang membeli produk 

di pasar gelap akan memperoleh harga satu atau dua tingkat lebihirendah 

dari hargainormal. 

Karena pemasok tidak akan memberikan harga seperti harga normal 

termasuk pajak yang harus dibayar. Sementara itu, mereka tidak dapat 

mengandalkan pasokan pemerintah untuk mendapatkan produk karena 

jarak yang jauh, moda transportasi yang tidak memadai, dan 

ketidakmampuan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan rakyat akan 

produksi dalam negeri. Kompleksitas masalah ini membuat penyelundupan 

tetap terjadi dan bahkan meningkat. jumlah selama bertahun-tahun. 

Dengan demikian, sudah saatnya pemerintah mengembangkan kebijakan 

tentang fasilitasi impor untuk produk tertentu di daerah perbatasan.  
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Tabel 1. PenelitianNTerdahulu 

No 
Nama, Tahun dan 

Judull 

Teori, Konsep dann 

Metodologii 
HasilPPenelitian RRelevansiP PPerbedaan 

1 Supriyadi, M. Adnan 

Madjid & Purwanto. 

(2020). Sinergitas 

Stakeholder Keamanan 

di Perairan Pulau Nipa, 

Batam, Kepulauan 

Riau dalam Perspektif 

Keamanan Maritim 

Metodologi: 

Kualitatif dengan 

desain penelitian 

grounded theory. 

Konsep keamanan 

maritim, Teori 

Keamanan Nasional, 

Teori Sinergitas. 

Pengembangan ekonomi 

Indonesiamuntuk menjaga 

eksistensirpulau terluar dalam 

mempertahankanokedaulatan 

negara adalahm dengan 

pengembangan mekonomi 

dalam bbentuk Nipaa Transit 

AnchorageaAreaa (NTAA).  

Menganalisissssssssinergitas 

stakeholder, ppengembangan 

ekonomi dannnjuga faktor 

sinergitasssstakeholder yang 

ada diPperairan PulauNNipa 

Penelitian ini berfokus terhadap 

pengembangan ekonomi, 

keamanan maupun pertahanan 

Pulau Nipa, Batam. 

2 Puspoayu, E. S., 

Yunita, C. V., & 

Ramadhani, V. C. 

(2019). Praktik Illegal 

Transhipment di Laut 

Lepas Berdasarkan 

Hukum Laut 

Internasional. 

Konsep: 

-Konvensi HHukum 

Laut 1982 

-Unitedd NNations 

Conventionn aAgainst 

TransnationalL 

Organized Crimee 

(UNTOC) 

Banyakmibentuk penyelesaian 

sengketandi UNCLOS,onamun 

transhipmento di LautsLepas 

tidak dapat diselesaikan karena 

ResolusiPPBB danRRegional 

ASEANotidak menjadisforum 

untuk penegakan hhukum 

transhipmentodi LautLLepas. 

Modus yyang dikategorikan 

salah satupbentuk kriteria 

TOC,-meliputiikejahatan yang 

dilakukanmdi satuonegara, 

tetapi melibatkanokelompok 

kriminalsterorganisasi berasal 

lebih dari satu negara,iseperti 

kasusrillegal transhipment. 

Berfokus kepada kriteriatpraktik 

illegal transhipmentodi lautilepas 

yang dikategorikanmsebagai 

TransnationalsOrganizedsCrime 

dan penyelesaianmsengketa 

illegal transhipmentqdi wilayah 

laut lepas menurut hukum inter-

nasional. 

3 Rudy Indratno. (2020). 

Penegakan Hukum 

Tindak Pidana Khusus 

di Laut 

 

Metodologi: TTipe 

Penelitian PHukum 

Normatif odengan 

pendekatanp : Statue 

Approach, 

Conseptual Approach  

 

BAKAMLAisebagai coastguard 

melaksanakanofungsi maritime 

security,gggmaritime safety, 

environmental protection, 

maritimeddddefense. Perlu 

kewenangan jelas sebagai 

leadingooosector penegakan 

tindaknpidanankhusus di laut. 

Pengamanan SDA kekayaan 

laut merupakan kewenangan 

TNI AL,PPPOLRI, PSDKP, 

DJBC, Keimigrasian,KKPLP. 

Agar sinergi, dibentuk 

BAKAMLA sesuai UUUNo. 32 

Th 2014 tentanggKelautan & 

Perpres No-1788Tahun-2014. 

Penelitian ini berfokus kepada 

eksistensi dan kewenangan 

BAKAMLAAsebagai hasil dari 

mensinergikan beberapa 

instansi dengan berdasar pada 

UU-Nomor332-Tahun-2014fdan 

Perpress Nomor-11788 Tahun 

2014. 
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4 Guntur Wasisto. 

(2015). Kewenangan 

Bakamla Dalam 

Penegakan Hukum 

Tindak Pidana 

Tertentu di Laut 

Berdasarkan UU No. 

32 Tahun 2014 

Tentang Kelautan 

Metodologi: YYuridis 

Normatif ddengan 

pendekatannnn 

Perundang-undangan  

 

KeberadaanBBAKAMLA tidak 

menghapuss mkewenangan 

instansi llain, namunppotensi 

konflik kkepentingan antar 

instansii penegak hukumjdilaut 

yang pperlu ddiantisipasindan 

diwaspadaikssebagai reko-

mendasi dan saran kepada 

pemerintah. 

13 mmkementerian/lembaga 

memilikimkewenangan pene-

gakan hukum diolaut, dengan 

177peraturan UU. Banyaknya 

UU danoinstitusi, penegakan 

hukum menjadimtidak efektif. 

BakorkamlaWdiharap mampu 

mensinergikan Ppenegakan 

hukumodi laut. 

Penelitian ini berfokus pada 

keberadaan Bakamla yang dikira 

akan menghapusmkewenangan 

instansi lain, dddengan 

kewenangan bakamlaiyang luas 

apakahh aakannmtimbulnkonflik 

antar instansippenegakmhukum 

diolaut kemudiann bbagaimana 

upayammengatasinya. 

5 Kresno Buntoro. 

(2014). Enhancing 

Safety And Security In 

Indonesian Waters: 

Cooperations Within 

Diplomacy 

Framework. Jurnal 

Pertahanan. Vol. 4 (2). 

53-70. 

Konsep: Law ofTThe 

Seas(LOSC) 1982 

Diplomasi angkatan laut guna 

mendukung pertahanan dan 

kebijakan luar negeri. Menjalin 

kerjasama berdasar rasa saling 

menghormati, percaya, meng-

hindari dan penyelesaian 

konflik, berupaya menjaga 

perdamaian dan keamanan di 

regional dan global. 

Perairan Indonesia sebagai 

jalur kepentingan maritim 

lainnya. Peran selat ini 

menonjol dalam perdagangan 

global, membuat posisi 

geografis Indonesia -strategis 

untukk menjaga kkeamanan 

ekonomi, pperdamaian, ddan 

stabilitaskkawasan. 

Penelitian ini menggunakan 

konsep LOSC 1982 yang 

bermanfaat berkaitan dengan 

navigasi kapal asing di perai-

rannya. Indonesia menyediakan 

jalur komunikasi tuk masyarakat 

internasional dalam menjamin 

pergerakan barang, orang, dan 

alat bantu angkatan laut. 

6. Ramadhani, D. F., 

Supanto, Hartiwingsih. 

(2019). The Effect of 

Prohibition and/or 

Restriction Policy on 

Smuggling Rate in 

Indonesia. International 

Journal of Business, 

Economics and Law, 

Vol. 18 (5). 93-98. 

Metodologi: Hukum 

non-doktrinal, 

wawancara, focus 

group discussion. 

Analisis data dengan 

analisis interaktif. 

Dengan kebijakan produk yang 

dilarang dan dibatasi sangat 

mempengaruhi tingkat 

penyelundupan. Karena orang 

cenderung mengkonsumsi 

produk hasil dari 

penyelundupan dan perbedaan 

harga yang signifikan, memicu 

penyeludup melakukan 

penyelundupan 

Topik yang dibahas yaitu 

tentang penyelundupan 

barang dan salah satu 

narasumber yang 

diwawancarai adalah pejabat 

pegawainnnnegeri- sipil di 

DirektoratooJenderal -Bea 

Cukai, KKantor PPelayanan 

Umum- BeaCCukai Batamm 

Penelitian ini berfokus pada 

pengaruh kebijakan barang 

larangan dan/atau barang 

pembatasan penyelundupan di 

Indonesia. 

Sumber: Diolah Peneliti, 2021 
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2.3 Kerangka Pemikiran 

 

Sinergi  

Instansi 

Penegak 

Hukum 

terhadap  

Illegal 

Transhipment 

 

UU Kepabeanan 

pasal 102 

KM Hub RI No. 223 

tahun 2019 

Kajian Literatur 

 

 

Sinergi Instansi Penegak Hukum 

Illegal Transhipment di Perairan 

NTAA Guna Mewujudkan 

Keamanan Maritim 

 

Konsep Sinergi, 

Konsep Maritime Security, 

Teori Penegakan Hukum, 

Teori Kebijakan, Teori 

Kewenangan, Teori 

Otonomi Daerah.  

Instansi Pemerintah, 

Akademisi & Praktisi 

 

Gambar 3. Kerangka Berpikir  

Sumber: DiolahnPeneliti 
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4. Perairan strategis NTAA Batam 
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